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SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-15726/SKT-WP-CT/KPP.1806/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ke
dengan ini diterangkan bahwa:
1. NPWP/NIK ©9101125202900001

2. Nama : SHERLY FERDERIKA NDUN
3. Jenis Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

uangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya,

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 29 Juni 2020 dan
memiliki kewajiban perpajakan antara lain:
a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan

(SPT) PPh sebagai Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-
Undang PPh:

melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;

C. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM:

d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah
ditunjuk sebagai pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPRBM:

e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam
Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM: dan/atau

f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor
Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan

untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB
Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Waijib Pajak juga memiliki
perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

hak perpajakan sesuai peraturan

Merauke, 06 Oktober 2025
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